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o Mengapa VMS?
o Kenapa harus berbasis satelit?
o Kapal Perikanan yang wajib memasang 

VMS?
o Apa manfaat VMS?
o Berapa Harga VMS?
o Siapa saja yang menjadi penyedia VMS?
o Apakah stock VMS tidak tersedia?
o Apakah bisa VMS digantikan dengan AIS?

Isu terkait dengan SPKP
(Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/VMS)



Kem en ter ia n  Kel a ut an  d a n Per i ka na n

R ep u b l i k  I n d on esi a
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Kondisi Terkini Potensi Sumber Daya Ikan
(Kepmen KP No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi SDI, JTB dan Tingkat Pemanfaatan SDI)

WPPNRI

571

WPPNRI

572

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 479.503 431.553 0,2

Pelagis Besar* 438.877 219.439 1,1

Ikan Demersal 204.500 143.150 0,9

Ikan Karang 33.429 16.715 1,1

Udang Penaeid 35.560 17.780 1,5

Lobster 2.722 1.361 1,6

Kepiting 6.787 6.108 0,1

Rajungan 2.533 1.267 1,6

Cumi-Cumi 26.039 23.435 0,4

Kelompok SDI

572

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 157.151 141.436 0,3

Pelagis Besar* 75.095 37.548 1,4

Ikan Demersal 230.000 115.000 1,2

Ikan Karang 34.518 31.066 0,4

Udang Penaeid 47.610 23.805 1,6

Lobster 477 239 1,4

Kepiting 10.870 5.435 1,5

Rajungan 2.906 2.034 0,8

Cumi-Cumi 32.511 22.758 0,7

Kelompok SDI

571

WPPNRI

573

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 624.366 437.056 0,6

Pelagis Besar* 354.215 247.950 0,9

Ikan Demersal 299.600 269.640 0,2

Ikan Karang 23.725 11.863 2,5

Udang Penaeid 8.514 4.257 1,2

Lobster 1.563 782 2

Kepiting 585 410 0,7

Rajungan 3.750 2.625 0,6

Cumi-Cumi 22.124 11.062 1,1

Kelompok SDI

573

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 536.917 375.842 0,9

Pelagis Besar* 163.744 114.621 0,7

Ikan Demersal 289.300 202.510 0,8

Ikan Karang 197.580 138.306 0,5

Udang Penaeid 71.810 50.267 0,6

Lobster 1.467 734 1,1

Kepiting 3.388 1.694 1,9

Rajungan 9.804 4.902 1,2

Cumi-Cumi 32.369 22.658 0,5

Kelompok SDI

711

WPPNRI

711

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 275.486 247.937 0,4

Pelagis Besar* 145.863 72.932 1,3

Ikan Demersal 358.832 179.416 1,1

Ikan Karang 71.526 57.221 0,8

Udang Penaeid 83.820 58.674 0,8

Lobster 1.481 1.037 0,5

Kepiting 7.360 5.152 0,9

Rajungan 23.508 16.456 0,7

Cumi-Cumi 66.609 46.626 0,9

Kelompok SDI

712

WPPNRI

712

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 284.302 142.151 1

Pelagis Besar* 162.506 113.754 0,8

Ikan Demersal 374.500 337.050 0,3

Ikan Karang 167.403 83.702 1,3

Udang Penaeid 56.835 39.785 0,8

Lobster 765 383 1,3

Kepiting 6.213 4.349 0,7

Rajungan 9.253 4.627 1,5

Cumi-Cumi 11.370 5.685 1,2

Kelompok SDI

713

WPPNRI

713

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 222.881 156.017 0,7

Pelagis Besar* 370.653 259.457 0,7

Ikan Demersal 292.000 204.400 0,7

Ikan Karang 121.326 60.663 1,1

Udang Penaeid 6.472 3.236 1

Lobster 724 362 1,7

Kepiting 1.758 879 1,4

Rajungan 4.705 3.294 0,6

Cumi-Cumi 13.460 9.422 0,5

Kelompok SDI

714WPPNRI

714

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 443.944 310.761 0,7

Pelagis Besar* 74.908 52.436 0,7

Ikan Demersal 80.226 56.158 0,7

Ikan Karang 105.336 52.668 1,3

Udang Penaeid 5.295 3.707 0,7

Lobster 1.217 609 1,2

Kepiting 336 235 0,7

Rajungan 157 110 0,7

Cumi-Cumi 3.874 2.712 0,9

Kelompok SDI

715

WPPNRI

715

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 197.012 137.908 0,7

Pelagis Besar* 176.382 123.468 0,5

Ikan Demersal 215.900 194.310 0,4

Ikan Karang 24.909 12.455 1,6

Udang Penaeid 6.705 4.694 0,5

Lobster 1.494 1.046 0,9

Kepiting 1.470 1.029 0,8

Rajungan 265 186 0,5

Cumi-Cumi 1.908 1.336 0,9

Kelompok SDI

716

WPPNRI

716

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 135.140 121.626 0,3

Pelagis Besar* 189.718 132.803 0,9

Ikan Demersal 69.210 48.447 0,5

Ikan Karang 19.814 9.907 1,2

Udang Penaeid 7.423 6.681 0,5

Lobster 736 515 0,8

Kepiting 545 491 0,2

Rajungan 291 146 1,5

Cumi-Cumi 1.826 1.278 0,6

Kelompok SDI

717

WPPNRI

717

WPPNRI

718

Estimasi 

Potensi
JTB

Tk. 

Pemanfataan

Pelagis Kecil 836.973 669.579 0,51

Pelagis Besar* 818.870 655.096 0,99

Ikan Demersal 876.722 701.378 0,67

Ikan Karang 29.485 23.588 1,07

Udang Penaeid 62.842 50.274 0,86

Lobster 1.187 950 0,97

Kepiting 1.498 1.198 0,85

Rajungan 775 620 0,77

Cumi-Cumi 9.212 7.370 1,28

Kelompok SDI

718



4
4Sumber FAO (2023)

1900

2000

Sumber daya ikan dikelola secara 
Lestari dan bertanggung jawab

Potret pemanfaatan SDI



Mengapa harus VMS/SPKP

o Mengelola sumber daya perikanan secara Lestari dan bertanggung 
jawab (CCRF : Monitoring Control and Surveillance/MCS)

o Memastikan kepatuhan kapal dilaut (akses satelit)
o VMS sebagai alat yang diterima secara global untuk memastikan 

bahwa kapal bukan pelaku IUU fishing
o Near real time (akurasi tinggi) yang mampu mengetahui arah,posisi, 

aktivitas, tujuan, identitas kapal
o Memberikan rasa adil kepada pelaku usaha bahwa kegiatan 

penangkapan dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan 

Malaysia Thailand Viet Nam

1) Kapal Penangkapan Ikan (komersial) yang memiliki palka lebih 
dari 10 metrik ton. 2) Memiliki API ikan besar seperti trawl, purse 
seine, longline, dan sebagainya, Kapal yang beroperasi di laut 
dalam atau ZEE Malaysia 3) Kapal penangkapan ikan yang 
terdaftar di Malaysia, walaupun beroperasi di luar perairan 
Malaysia.

1) Seluruh kapal berukuran 30 GT, 2) kapal 
penangkapan ikan komersial di Thailand yang terlibat 
dalam aktivitas penangkapan ikan dalam ZEE, 3) kapal 
alat penangkapan ikan tertentu seperti pukat tunda 
(trawl), pukat serut, dan purse seine

1) Kapal penangkapan ikan komersial di perairan 
Vietnam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 2) lebih 
dari 15 metrik ton, 3) Kapal yang Menggunakan Alat 
Penangkapan Ikan Besar, kapal yang Beroperasi di Laut 
Dalam atau Perairan Laut Lepas

1. Mengapa harus VMS/SPKP1.
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1.

Kanada

2001

Amerika Serikat

1999

Meksiko

2022

Panama

1998 Suriname

2007
Ekuador

2005

Peru

1998
Chili

2019

Argentina

2002 Kep. Falkland

2001

Uruguay

2001

Greenland

2010

Islandia

1997

Kep. Faroe

2004

Britania Raya

1998

Norwegia

2012

Uni Eropa

1998

Albania

2021

Maroko

2014

Tunisia

2021

Namibia

2007

Afrika Selatan

2000

Pakistan

2020

India

2015

Rusia

2000

Jepang

2001

Taiwan

2023

Filipina

2020

Palau

2013

Fed. Mikronesia

2013

Nauru

2015

Tuvalu

2013
Samoa

2013

Kep. Cook

2010

Niue

2013

Tonga

2015

Selandia Baru

2010
Vanuatu

2020

Kep. Solomon

2016
Papua Nugini

2021

Australia

1993

Indonesia

2003

Malaysia

2005

Mengapa VMS/SPKP1.

*Diolah dari berbagai sumber, 2025 6



Satelit dalam VMS2.

• Cakupan global
• Memberikan informasi Near real-time
• Mampu mendeteksi arah dan kecepatan kapal 

dengan akurasi tinggi
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Penerapan SPKP/VMS3.
Dasar hukum penerapan SPKP

Pasal 17 ayat (3)

Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter 
SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

bagi Nelayan Kecil

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 huruf D

Kapat Perikanan yang Perizinan Berusaha atau 
persetujuannya diterbitkan oleh gubernur dan belum 

memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan 
transmiter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1), diberikan jangka waktu untuk memenuhi 

kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter 
SPKP paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 

Pemerintah ini diundangkan.

Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 7 Tentang Kelautan dan Perikanan

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan 

Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengenai: e. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal 

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi 

Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.

Pasal 7

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan 
perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengenai: e. sistem pemantauan kapal perikanan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 

Tentang Penangkapan Ikan Terukur

6  Maret 2024

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan 

sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009

8



Kewajiban pemasangan3.
SPKP/VMS

Kapal Izin Pusat

Kapal Migrasi dari daerah ke Pusat

Nelayan kecil

Kategori Kapal Status VMS Jumlah Kapal 

Reguler 
Belum Pasang VMS - 

Sudah Pasang VMS 8.128 

Jumlah 8.128 

Hasil Migrasi dari 
perizinan daerah ke 

pusat

Belum Pasang VMS 4.425 

Sudah Pasang VMS 765 

Jumlah 5.190 
Total 13.318 

9



Fakta 
Kapal perikanan menangkap ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapanya

Kapal Izin Pusat

Kapal Izin Daerah

DPI di bawah 12 mil 
laut (Jalur II)

DPI di atas 12 mil laut 
(Jalur III)

Sumber Data: Logbook penangkapan ikan tahun 2024 (Ditjen Perikanan Tangkap)

Sebagian besar kapal izin 
daerah beroperasi di atas 
12 mil laut

Ploting kapal izin pusat dan daerah di WPPNRI 712
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Kapal Izin Pusat

Kapal Izin Daerah

DPI di bawah 12 mil laut 
(Jalur II)

DPI di atas 12 mil laut 
(Jalur III)

Sumber Data: Logbook penangkapan ikan tahun 2024 (Ditjen PT)

Sebagian besar kapal izin 
daerah beroperasi di atas 12 
mil laut

Fakta 
Kapal perikanan menangkap ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapanya

Ploting kapal izin pusat dan daerah di WPPNRI 715

11



Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

• Memberikan informasi dan Penanganan secara dini, jika 
terjadi kecelakaan, pembajakan Pada kapal perikanan 
yang dimilikinya.

• Memenuhi persyaratan ekspor hasil perikanan yaitu 
ketertelusuran (traceability)

• Sebagai bukti ikan hasil tangkapan tidak dari IUU fishing 

• Pemilik kapal dapat memantau seluruh aktifitas kegiatan 
penangkapan ikan yang dilakukan oleh awak kapal, 
untuk mengantisipasi tindak kecurangan yang dilakukan 
oleh awak kapalnya.

• Membantu pemilik kapal di dalam pengaturan operasional 
armada kapal perikanannya

• Memastikan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan 
secara Lestari dan bertanggung jawab dan berkomitmen 
untuk mengurangi serta mencegah IUU fishing

• Mendapatkan data/informasi tentang tracking kapal dalam 
rangka : Validasi data hasil tangkapan ikan dan Validasi data 
area penangkapan ikan

• Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 
pengelolaan perikanan dalam bentuk: Peraturan perundang-
undangan dan perizinan berusaha bidang penangkapan ikan

• Sebagai salah satu data dukung kepatuhan penangkapan 
ikan, utamanya jenis TCT yang bertanggungjawab dan 
berkelanjutan di Regional Fisheries Management 
Organisation (RFMOs)

Pemilik Pemerintah
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Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

❑ Penyebarluasan Informasi Kecelakan/kodisi darurat Kapal Kepada Kapal Terdekat.

❑ KKP bekerjasama dengan BASARNAS, BAKAMLA, Pol Air, KPLP, Bea Cukai, BNN dan TNI AL untuk pertolongan 
kecelakaan kapal dilaut.

Tanggal permintaan 
pertolongan 03 Oktober 
2020 jam 13:27 WIB

Tanggal diaksi saat itu juga tanggal 03 Oktober 2020 pada 
jam 14:00 WIB

Pertolongan pada kapal perikanan yang mengalami 
kendala/kerusakan di Laut

Tanggal permintaan pertolongan 03 Oktober 2020 jam 13:27 WIB
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Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

o Mengetahui Posisi Kapal Sehingga dapat membantu sebuah kapal ketika 
mengalami Trouble dengan cara mengarahkan kapal perikanan terdekat atau 
kapal pengawas

o Direktorat POA mengarahkan kapal terdekat selama untuk membantu 2 (dua) 
hari tanpa henti

Membantu menyampaikan data 
dan informasi keperluan SAR 
kepada negara lain terdekat

14



Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

Nota Protes Kemlu Sri Lanka Terkait 6 KII di ZEE Sri Lanka, 
dibantah melalui tracking VMS
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Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

Bantuan Data Kapal Hanyut Di 
Perairan Laut Banda

MUTIARA BAHARI 1

• Sabtu, Tanggal 19 Januari 2013, diberitahukan ke petugas operator VMS kapal tersebut mengalami

kerusakan pada Gear Box, sehingga kapal hanyut.

• Posisi Kapal diberikan secara terus menerus dari Pusat Pemantauan Kapal Perikanan kepada pemilik kapal, 

Tim SAR dan Stasiun PSDKP, untuk kemudian dilaksanakan penarikan kapal oleh Tim SAR.

• Kapal berhasil ditarik masuk ke pelabuhan Ambon pada hari Rabu, tanggal 23/01/2013Jam 04:00 WIT

Pusat Pengendalian 
Kapal Perikanan 
memberikan arahan 
kepada kapal perikanan 
terdekat (KM.Bintang 
Putra) untuk memberikan 
pertolongan.
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Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

Data dukung untuk Melindungi Kapal Ikan Indonesia dari Tuduhan 
Melakukan Penangkapan di High Seas Pocket 1 WCPFC

17



Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

Pemilik kapal diberikan akses secara mandiri dan online (One 
Stop Service) melalui website spkp.kkp.go.id dan/atau Google 
Play Store: SALMON Pemilik Kapal

Pemilik kapal tidak perlu membangun system sendiri untuk manajemen kapal

pemilik dapat mengetahui jika kapal terpantau 
beroperasi tidak sesuai DPI atau pelabuhan pangkal, 
sehingga, dapat langsung mengingatkan nakhoda 
untuk kembali beroperasi sesuai izin dan terhindar 
dari Sanksi Administrasi

Menghindari pemeriksaan berulang oleh APH di Laut

18



Manfaat SPKP/VMS4.
Bagi pemasang atau mengaktifkan

Mendapat Notifikasi/pemberitahuan, 
atas :
 a. Perkembangan Pengajuan SKAT
 b. Transmiter SPKP tidak terpantau 
 c. Pelanggaran Daerah Penangkapan 

Ikan (DPI).

Pemberitahuan/Notifikasi aktivitas kapal perikanan

Pemilik dapat memberitahukan 
ke nahkoda kapal agar terhindar 
dari pelanggaran

19



Penyedia SPKP/VMS5.
Yang terdaftar resmi

Vela Triton

ST 6100 Buetraker

SmartOne Solar

Iridium Edge Solar

Netra Hub

7 12

No Penyedia Tipe Transmiter

1 PT. CLS Argos Indonesia Triton 
Vela
Nemo

2 PT. Megah Surya Persada ST.6100

3 PT. SOG Indonesia ST.6100

4 PT. Pintar Inovasi Mandiri SmartOne Solar
Iridium Edge Solar

5 PT.Geomatika Satelit BlueTraker
SmartOne Solar

6 PT.Imani Prima ST.6100

7 PT. Angkasa Prima Teknologi Iridium Edge Solar
Netra Hub

Penyedia Jenis Transmiter

Nemo

20



Bagaimana menjadi provider5.
Transmiter SPKP/VMS

a. Kompatibel/terintegrasi dengan sistem di Pusat 
Pemantauan Kapal Perikanan;

b. Memiliki Coverage Area/cakupan satelit global;

c. Memiliki nomor identitas Transmiter SPKP;

d. Dapat mengirim data posisi kapal paling sedikit 
setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;

e. Dilengkapi dengan pengaman berupa segel; dan

f. Memiliki sertifikat alat Transmiter SPKP.

Persyaratan 
Administrasi

Persyaratan 
Teknis

Persyaratan Transmiter Persyaratan Penyedia

Penyedia SPKP

*) Berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Kelautan dan Perikanan

1 2
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Harga dan Mendapatkan6.
Transmiter SPKP/VMS

Harga Sebelumnya : 12-18 juta 
pertransmiter

22



Ketersediaan (Stock)7.
Transmiter SPKP/VMS

*) data stock dari penyedia dalam 3 Bulan kedepan

Skema kemudahan

• Gratis Pengiriman untuk Khusus Wilayah Jawa.

• Skema Cicilan case by case untuk Pembelian 
dibawah Koperasi/Paguyuban Nelayan yang 
memiliki Legal secara Resmi.

• Diskon tambahan dan Free Ongkos Kirim untuk 
setiap daerah yang membeli secara bersama 
minimum 30 unit dalam sekali kirim.

• DP + 3x Cicilan / Sewa dengan Kontrak 48 Bulan

• Kredit dengan Skema - DP 50% dan Pelunasan pada 
saat Pemasangan

• Aktivasi SKAT lebih mudah 

* Skema bisnis sesuai dengan skema yang disediakan oleh provider

No Penyedia Stok (unit)

1 PT. CLS Argos Indonesia 6.000 
2 PT. Megah Surya 

Persada
308 

3 PT. SOG Indonesia 1.150 
4 PT. Pintar Inovasi 

Mandiri
300 

5 PT.Geomatika Satelit

                                300 
6 PT.Imani Prima 520 
7 PT. Angkasa Prima 

Teknologi
1.000 

TOTAL 9.578 
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VMS VS AIS8.

Vessel Monitoring System

• Dasar: CCRF-FAO, manajemen sumberdaya 
perikanan berkelanjutan

• Menggunakan komunikasi data berbasis satelit

• MCS tools dalam monitoring dan pengawasan 
kegiatan perikanan, dapat diintgrasikan dengan catch 
report

• Membutuhkan biaya untuk komunikasi data secara 
berkala

• Informasi data kapal diatur oleh penyelenggara 
system (untuk VMS Indonesia dilaksanakan oleh 
KKP) sehingga akan sulit melakukan manipulasi data

• Data bersifat tertutup, hanya dapat diakses 
penyelenggara dan pemilik kapal

• Tidak ada pembatasan terhadap kapasitas 
penerimaan data karena setiap alat memiliki jalur 
komunikasi data sendiri melalui satelit

• Karena menggunakan satelit komunikasi, delay data 
hampir tidak ada dan mencakup hampir seluruh 
wilayah dunia

Automatic Identification System

• Dasar: SOLAS-IMO, keselamatan di laut, IMO 
mewajibkan pasang AIS ukuran kapal >300 GT

• Menggunakan transmisi radio VHF (broadcast)

• Umumnya digunakan untuk perangkat keselamatan 
kapal

• Tidak memerlukan biaya langganan data secara 
berkala

• Bersifat self-reporting, informasi yang dikirim bisa 
dimanipulasi (identitas kapal, posisi kapal, spoofing)

• Data dapat diterima oleh siapapun selama memiliki 
perangkat penerima sinyal AIS

• Berpotensi informasi kapal tidak diterima satelit 
terutama di wilayah yang padat kapal

• Kapal yang jauh dari garis pantai, sinyal hanya dapat 
diterima oleh satelit AIS (keterbatasan kemampuan 
menangkap sinyal)

• Potensi delay informasi terutama untuk hasil 
tangkapan oleh satelit AIS

VMS AIS
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Terima Kasih
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